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[ KATA PENGANTAR ]

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya
sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun

2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang
tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan
salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang
Lebong secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi
bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2023.
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih perlu penyempurnaan
namun demikan besar harapan semoga Rencana Kerja ini bermanfaat
sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di
masa mendatang, untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini kami menerima
kritikan dan saran bersifat membangun.

Terima Kasih.

Curup, 2022
I{EPALA DINAS PENANAMAN MODAL
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana stategis dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026
(lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor
161).

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran
menitik beratkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan
pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rejang Lebong. Rencana Kerja Tahun 2023 juga dirumus untuk
mensinkronkan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala
Daerah pada Tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang
mengakomodir urusan dalam bidang Penanaman Modal, pelayanan
terpadu perizinan, perizinan non usaha, dan energi sumber daya

mineral.
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Penyusunan Renja sangat berpengaruh terhadap suksesnya
pembangunan daerah. BerdasarkanUndang-Undang nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan
pembangunan Top-Down dan Bottom-Up maka perlu dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan sehingga bias
menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program dan
kegiatan pemerintah daerah sehingga tujuan untuk mencapai

kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.Tahapan tersebut meliputi:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun
berkenaan.

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan

indicator  kinerja hasil (outcome), indicator kinerja
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keluaran(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.

4. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat
Daerah, Renja DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Peranan Renja antara

lain sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2023.

2. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi
Perangkat Daerah pada tahun 2023.

3. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu ini terdapat dua (2) tahapan yaitu :
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1. Tahapan Penyusunan Renja OPD
2. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui beberapa

tahapan :

1.
2.
3.

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan OPD;

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
berdasarkan Renstra OPD;

Menghimpun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD;

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran;

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Perumusan kegiatan prioritas;

Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;

. Penyempurnaan rancangan RenjaOPD;
. Pembahasan forum OPD; dan

. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan  arah  dan  kebijakan = umum
pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

Proses penyusunan Renja OPD, tidak terlepas keterkaitannya

dengan dokumen Renstra OPD, dokumen RKPD dan proses

penyusunan RAPBD di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Rencana
Strategis (Renstra) OPD yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP
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Kabupaten Rejang Lebong kepada Kepala Bappeda dan memperoleh
pengesahan Bupati tersebut menjadi pedoman wunit kerja di

lingkungan OPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Rejang Lebong disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 27
Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang
Lebong. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan
yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 harus terukur dan dapat
dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, khususnya
ketersediaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya yang
tersedia perlu dibatasi dengan pagu anggaran yang realistis
berdasarkan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan
karakteristik daerah agar tekanan pengeluaran tidak menghambat

pencapaian sasaran pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja DPMPTSP
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dengan mempedomani
Renstra Tahun 2021-2026 dan mengacu RKPD Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten
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Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten
Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius,
Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.
Untuk mencapai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, berjumlah 9
(Sembilan) Misi Bupati Rejang Lebong, Pada misi Tersebut Dinas
DPMPTSP Mengemban Misi Ke VIII (Delapan) yaitu: Memperluas
Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan

Melalui Program-Program Solutif.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP dan
Berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
periode 2021-2026, DPMPTSP menyusun program dan kegiatan
berdasarkan program prioritas yang mengacu pada misi Kedelapan
yaitu dengan Target Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten
Rejang Lebong. Proses penyusunan Renja dilakukan dalam
rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan
keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
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1.2

LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong ini,

peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah
TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta Tata Cara



10.

PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan
Awal RencanaKerjaPemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 - 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor
80);

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rejang Lebong;

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun
2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah untuk mengetahui:

1.

Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran
2023.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi
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1.

. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP untuk
memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahun 2023.

Mengetahui Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Merencanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2023.

Mengevaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun

sebelumnya.

Mengetahui  masalah, tantangan dan  solusi  dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun

sebelumnya.

4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2023.

5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.



1.3

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
L.4. Sistematika Penulisan Renja
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
I1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022
I1.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP
I1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
I1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
I1.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
II1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
III.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN
ANGGARAN 2023.
Menjelaskan uraian Dari TC.33.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan wuraian lain berupa catatan-catatan penting,
kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan

tindakan



BAB Il

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada
dengan keuangan sesuai DPA Tahun 2022 Rp. 3.442.728.094 dan
diubah dalam Perubahan Anggaran DPA-Perubahan yaitu sebesar Rp
3.984.921.228,- dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp.
3.765.374.288,- atau sebesar 94 % yang berarti masuk dalam kategori
berhasil. Adapun rincian Perprogram dan Kegiatan sebagaimana

tersebut di bawah ini:

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2022 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Renja
OPD pada tahun sebelumnya dan jika dilihat dari serapan anggaran
tahun 2022, Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC.29 Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

TABELTC. 29

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nama Perangkat daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Target dan Realisasi Kinerja

Prakiraan Realisasi Capaian

isasi T t Renstra P kat D h
Target Kinerja Realisasi target Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n - 1) Target arget Renstra e"’"g at Daera
Capaian kinerja Hasil Program dan s/d Tahun Berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Prop ram Program dan Kegiatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Reistra Keluaran Target Realisasi (Renja Realisasi
Program/Kegiatan (autcomes) Kegiatan/(output) Perangkat Daerah) Kegiatan s/d Renja Peranekat Tingkat Perangkat Capaian Tingkat Capai
T i 2026 dengan Tahun Perangkat Daergah Realisasi Daerah Tahun Kegiatan s/d Realisasi Target
anun 2021 Daerah (%) 2022) Tahun Berjalan | RENSTRA (%)
Tahun 2022
Tahun 2022 (2023)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =4/10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Persentase pelayanan administrasi
2.18.01 PEMERINTAHAN DAERAH perkantoran yang akuntabel dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KABUPATEN/KOTA tepat waktu
P ,P ,d . .
2.18.01.2.02 erencanaan,Fenganggaran,aan | ;i evaluasi SAKIP B B B B 100% B B 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan [Jumlah dokumen perencanaan
2.18.01.2.02.02 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100%
Perangkat Daerah perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan capaian
2.18.01.2.02.04 Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja - - 10 dokumen 10 dokumen 100% 10 dokumen 10 dokumen 100%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelayanan Administrasi
2.18.01.2.06 Daerah 8 8 Keuangan perangkat daerah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tepat waktu
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
penvediaan Administrasi Tersedianya honorarium pelaksanaan
2.18.01.2.06.06 v tugas ASN ; 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pelaksanaan Tugas ASN . .
Tersedianya honorarium THL
Administrasi Umum Perangkat Persentase Penyediaan Jasa
2.18.01.2.07 Daerah 8 Administrasi Umum Perangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah yang tepat waktu
Penyediaan Komponen Instalasi . . .
o Tersedianya komponen instalasi
2.18.01.2.07.04 Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

Kantor

listrik/penerangan bangunan kantor




2.18.01.2.07.05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya bahan cetakan dan
2.18.01.2.07.06 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penggandaan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan
2.18.01.2.08. 12 Bulan 12 Bulan - - 0% - - 0%
Peraturan Perundang- undangan perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Terlaksananya rapat koordinasi dan
2.18.01.2.08.01 12 Bul 12 Bul 12 Bul 12 Bul 100% 12 Bul 12 Bul 100%
dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD dalam dan luar daerah uian dian uian dian ; uian uian ;
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang milik
2.18.01.2.08.02  |Penunjang Urusan Pemerintah & € - - - - - 0% - 0%
daerah yang baik
Daerah
2.18.01.2.08.03 Pengadaan Mebel Jumlah/jenis mebel yang diadakan - - - - - - -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah/jenis peralatan dan mesin X . .
2.18.01.2.08.04 . ) ) - - 2 Unit - 0% 4 Jenis 2 Unit 0%
Lainnya lainnya yang diadakan
. . Persentase Jasa penunjang urusan
Penyediaan Jasa Penunjang )
2.18.01.2.09. N pemerintah daerah dalam keadaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah )
baik
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, sumber
2.18.01.2.09.09 ) L ) o 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan
2.18.02. 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Tersedianya jasa pelayanan umum
2.18.02.2.01 Kantor Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Baran
2.18.02.2.01.01 Penunjang Urusan Pemerintahan . g 100% 100% 100% 105% 105% 100% 105% 105%
Milik Daerah dalam keadaan baik
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Bi P lih dan Pajak Jumlah kend Di
2.18.02.2.02. aya Femefinaraan can Faja umiah kendaraan perorangan Jinas 18 Unit 18 Unit 18 Unit 17 Unit 94% 18 Unit 18 Unit 100%

Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

atau Dinas jabatan yang terpelihara




Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

2.18.02.2.02.01 . ) 1Unit 1Unit 1Unit 1 Unit 100% 1Unit 1 Unit 100%
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang terpelihara
2.18.02.2.02.01 PROGRAM PENGEMBANGAN Nilail tasi 462,07 M 462,07 M 400.000.000.000 77.730.760.027 19% 464,71 M 77.730.760.027 19%
.18.02.2.02. IKLIM PENANAMAN MODAL ilai Investasi ) l . . . A 5 . 4, £ R .
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibid ang Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi
2.18.03 Penanaman Modal yang menjadi _ R vane 30 55 62 55 113% 30 55 0%
di Kabupaten Rejang Lebong
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Jumnlah PERDA tentang kebijakan
mengenai Pemberian daerah tentang pemberian
2.18.03.2.01 1PERDA - 0% 1 PERDA 0%
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan  |fasilitas/insentif dan kemudahan
Penanaman Modal penanaman modal
2.18.03.2.01.01 Pembuatan Peta Potensi Investasi .Il._lmlah Perusaha_an yang Berinvestasi 30 55 62 55 113% 30 55 0%
Kabupaten/Kota di Kabupaten Rejang Lebong
Penyusunan Rencana Umum
2.18.04 Penanarman Modal Daerah Jumlah PERDA Penanaman Modal 1 PERDA 1 PERDA 0% 1 PERDA 1 PERDA 100%
Kabupaten/Kota
2.18.04.2.01 Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah buku dan film peta potensi 1 Buk.u dan A 0% A 1 Buk.u dan 100%
Peluang Usaha Kabupaten/ Kota unggulan daerah 1Film 1 Film
PROGRAM PROMOSI
2.18.024 Nilai Investasi 462,07 M 462,07 M 400.000.000.000 77.730.760.027 19% 464,71 M 77.730.760.027 19%
PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan P romosi
Penavnam::Modal ang meniadi Persentase Peningkatan Perusahaan
2.18.04.2.01.03 yang menjadl | g Berinvestasi di Kabupaten . . 5% 0%
Kewenangan Daerah Kabupaten/ 3
Rejang Lebong
Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah kegiatan promosi penanaman
2.18.05.2 Penanarman Modal Daerah g ,, p 0 1 Kali - 1Kali 0% 1Kali 1Kali 100%
modal yang diikuti
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN
2.18.05 Nilai Investasi 462,07 M 462,07 M 400.000.000.000 77.730.760.027 19% 464,71 M 77.730.760.027 19%

PENANAMAN MODAL




2.18.05.2.01.

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase terciptanya Pelayanan
Prima

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.18.05.2.01.02

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah data perizinan aplikasi OSS

1 Data

1 Data

1 Data

1 Data

100%

1 Data

1 Data

100%

2.18.05.2.01.03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

Jumlah Laporan Nilai Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 Buku Laporan

2 Buku Laporan

2 Buku Laporan

2 Buku Laporan

100%

2 Buku Laporan

4 Buku Laporan

200%

2.18.05

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Nilai Investasi

462,07 M

462,07 M

400.000.000.000

77.730.760.027

19%

464,71 M

77.730.760.027

19%

2.18.05.2.01

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan yang melakukan
pelaporan LKPM

30

55

62

55

113%

30

55

113%

2.18.05.2.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Jumlah data perizinan aplikasi 0SS

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

2 Kegiatan

1data

100%

2.18.05.2.01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Jumlah sosialisasi dan bimtek
penanaman modal aplikasi OSS dan
BKPM online

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

2.18.05.2.01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Jumlah pelaku usaha yang dilakukan
pengawasan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%




1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA.

a. Kegiatan = Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah.

D)

Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran
adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp.
Rp. 4.998.600,- (100%) dari target dana yang
dianggarkan sebesar Rp. 4.998.600,-. Pencapaian
kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan
telah tersedianya Tiga (3) Dokumen Laporan
Perencanaan dan Pelaporan (Renja 2022, dan PK,
rencana Aksi)

Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah
100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp.
5.000.000,- (100%) dari target dana yang dianggarkan
sebesar Rp. 5.000.000,-. Pencapaian kinerja di dalam
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah



tersedianya sepuluh (10) Dokumen Laporan
Perencanaan dan Pelaporan. yang dianggarkan
sebesar Rp. 4.998.600,-. Pencapaian kinerja di dalam
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah
tersedianya Tiga (3) Dokumen Laporan Perencanaan
dan Pelaporan (DPA Murni, DPA Pergeseran, DPA
Perubahan).

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

MODAL.

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai  Pemberian  Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai
Pemberian  Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal, diketahui bahwa pencapaian
kinerja sasaran adalah 0 Perda, dengan realisasi
Anggaran Sebesar Rp. 13.877.890,- (99%) dari target
yang dianggarkan sebesar Rp. 13.979.890,-.
Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tidak
tercapai Disebapkan Belum Adanya Perda Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) yang menjadi
dasar Untuk Membuat Perda Fasilitas/Insentif dan



Kemudahan Penanaman Modal, Serta Kurangnya
Ketersediaan Anggaran untuk Melakukan Kajian
Akademis Rancangan Perda/Perbup Tersebut.

2) Sub. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota,
diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran
adalah 0 Perda RUPM, dengan realisasi Anggaran
Sebesar Rp. 13.877.890,- (99%) dari target yang
dianggarkan sebesar Rp. 13.979.890,-. Pencapaian
kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tidak tercapai
Disebapkan Kurangnya Ketersediaan Anggaran
untuk Melakukan Kajian Akademis Rancangan

Perda/Perbup RUPM Tersebut.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota, diketahui bahwa Realisasi
capaian kinerja sasaran adalah 0 Kegiatan Promosi
Yang di ikuti, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp.
8.327.000,- (98%) dari target yang dianggarkan
sebesar Rp. 8.479.010,-. Pencapaian kinerja di dalam



Sub Kegiatan ini tidak tercapai Disebapkan
Kurangnya Ketersediaan Anggaran untuk Kegiatan
Promosi Tersebut. Dengan Pagu yang Ada DPMPTSP
tidak dapat Mengikuti Kegiatan Promosi Tersebut.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diketahui
bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 1
Data, dengan realisasi Anggaran Sebesar  Rp.
186.592.950,- (68%) dari target yang dianggarkan
sebesar Rp. 276.332.600,-. Pencapaian kinerja di
dalam Sub Kegiatan ini tercapai Namun Realisasi
Serapan Anggaran Kurang Maksimal dikarenakan
Honorarium Tim External Tidak bisa dibayarkan
berdasarkan rekomendasi tim Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan Ada Beberapa
Silpa Anggaran Sub.Kegiatan yang tidak Bisa

dibelanjakan.



2) Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan, diketahui bahwa
Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 1 Laporan,
dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 39.628.100,-
(99%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp.
40.028.100,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub
Kegiatan ini tercapai Karena tidak ada laporan
Pengaduan Pada Tahun 2022 yang terekap di
DPMPTP.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL.
a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub.Kegiatan  Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal, diketahui bahwa
Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (270%)
tercapai 73 Pelaku Usaha, dengan realisasi Anggaran

Sebesar Rp. 62.196.900,- (100%) dari target yang



2)

3)

dianggarkan sebesar Rp. 62.196.900,-. Pencapaian
kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari

target Renstra 27 Pelaku usaha .

Sub.Kegiatan = Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal, diketahui bahwa Realisasi
capaian kinerja sasaran tercapai (120%) tercapai 220
Pelaku Usaha, dengan realisasi Anggaran Sebesar
Rp. 302.794.000,- (91%) dari target yang dianggarkan
sebesar Rp. 331.044.000,- sisa 9% merupakan SILPA
Kegiatan yang tidak terpakai. Pencapaian kinerja di
dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari target
Renstra yaitu 220 Pelaku usaha dari target 182 Pelaku
Usaha.

Sub.Kegiatan  Koordinasi dan  Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal, diketahui bahwa
Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (221%)
tercapai 73 Kegiatan Usaha, dengan realisasi
Anggaran Sebesar Rp. 50.505.000,- (88%) dari target
yang dianggarkan sebesar Rp. 57.610.000,- sisa 12%
merupakan SILPA Kegiatan yang tidak terpakai.



Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah

melebihi dari target Renstra yaitu 73 Kegiatan usaha

dari target 33 Kegiatan Usaha.

Pada program penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/Kota
realisasi Kinerja sebesar = 92% sedangkan
realisasi anggaran sebesar Rp. 3.087.608.830
(98%) dari pagu anggaran sebesar  Rp.
3.181.270.838,-, Realisasi Kinerja sebesar 92,31 %
Pencapaian Target capaian Kinerja di tunjang
Oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana
Capaian SAKIP DPMPTSP yaitu 68,51 dengan
Predikan B (Baik) atau realisasi capaian sebesar
97,87% dari Target. Adapun Kekurangan
realisasi Kinerja di sebapkan satu Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu
Pengadaan 1 unit Komputer, dan 1 Unit Printer
tidak Direalisasikan, terkendala Standar Harga
SSH di DPA sudah tidak Relefan dengan Harga
Pasar Saat itu dimana harga pasar lebih tinggi
dari harga SSH sehingga Pagu anggaran di
alihkan ke Sub.kegiatan yang lain yang lebih

prioritas.



Pada  Program  Pengembangan  Iklim
Penanaman Modal realisasi Kinerja sebesar
0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
27.755.780 (99%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.27.959.780,-, Realisasi Kinerja sebesar 0%
capaian Kinerja Adapun tidak terealisasi di
sebapkan Kedua Sub Kegiatan Tersebut Tidak
Tercapai Target, Hal ini di sebapkan
Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan
kegiatan tersebut dimana untuk membuat ke
dua Perda tersebut dibutuhkan Kajian
Akademis Oleh tenaga Ahli.

Pada Program Promosi Penanaman Modal
realisasi Kinerja sebesar 0% dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 8.327.000 (98%) dari
pagu anggaran sebesar Rp.8.479.010,-, Realisasi
Kinerja sebesar 0% Penyebap tidak terealisasi
Kinerja, di sebapkan Kurangnya Anggaran
untuk Mengikuti kegiatan tersebut dimana
untuk Mengikuti Kegiatan Promosi tersebut
dibutuhkan Anggaran Sekurang-kurangnya
150 Juta Lebih, sendangkan Pagu Anggaran
yang tersedia hanya Rp.8.479.010,-.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal
realisasi Kinerja sebesar 99% dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 226.221.050 (83,5%) dari
pagu anggaran sebesar Rp.316.360.700,-,

Tercapainya Capaian Kinerja sebesar 99%,



didukung Oleh Nilai Capaian Survey
Keupasan Masyarakat (SKM) Tahun Ini senilai
85,60 dengan Predikat Baik, adapun silpa
Anggaran 16,5 % merupakan sisa Kegiatan
yang tidak bisa di Belanjakan.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal realisasi Kinerja sebesar
203% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
415.461.628 (93%) dari pagu anggaran sebesar
Rp. 450.850.900,-, Tercapainya Capaian Kinerja
sebesar 203 %, didukung Oleh Nilai Capaian ke
Tiga Sub Kegiatan dengan capaian Realisasi

melebihi target awal tahun.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang

Lebong, maka peranan DPMPTSP sangat penting dalam

Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman

modal yang sudah berjalalan dengan baik, dan Untuk

Menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, hal tersebut

ditandai dengan indikator Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi 0,57 %

5 Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang 204
Lebong

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik 75

4, Nilai SAKIP DPMPTSP B

Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealiasasi

100 %




Persentase Peningkatan Nilai Investasi

e Tercapainya Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Rejang
Lebong Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Nilai Investasi
sebesar 7,94% dari Target sebesar 0,57%, capaian ini merupakan
indikator Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong.
Peningkatan Tersebut diperoleh dari data Aplikasi Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan Laporan
Peningkatan Realisasi Investasi di Rejang Lebong Tahun 2022
yang di laporkan Oleh Para Pelaku Usaha di Rejang Lebong ke
Dalam Aplilkasi LKPM.

o Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di
Rejang Lebong
Tercapainya Persentase Peningkatan Perusahaan vyang
berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2022 dengan capaian
Realisasi Nilai Investasi sebesar 138,49% dari Target sebesar
2%, capaian ini merupakan indikator Peningkatan Perusahaan
yang berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2022, dan pada
Tahun 2021 Nilai Investasi -47,12 % dari Target 2%.
Peningkatan/Penurunan Tersebut diperoleh dari Aplikasi dari
data Aplikasi Online Single Submission (OSS). yang
merupakan Laporan Rencana Investasi Pelaku Usaha di Rejang
Lebong Tahun 2022 yang di laporkan Oleh Para Pelaku Usaha
di Rejang Lebong ke Dalam Aplilkasi OSS hal tersebut
Berindikasi terjadi Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi

di Rejang Lebong Meningkat.

¢ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik
Tercapainya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi
IKM sebesar 96,95% dari Target sebesar 100%, capaian ini
merupakan  Capaian Rata-Rata IKM tahun 2022, yang
merupakan Hasil Penilaian Quisioner SKM yang di ambil dari
Penilaian masyarakat yang berurusan ke DPMPTSP. Meskipun
belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut
Sudah Meningkat Dari Tahun Sebelumnya, yaitu sebesar 80,38
tahun 2021, dan meningkat menjadi 85,60 pada tahun 2022.

Nilai SAKIP DPMPTSP

Tercapainya Persentase Nilai SAKIP Pada Pelayanan Publik
Tahun 2022 dengan capaian Realisasi SAKIP sebesar (68,51)
Bernilai Baik atau terealisasi sebesar 97,87% dari Target
sebesar 100%, capaian ini diperoleh dari Penilaian SAKIP Oleh
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022. Meskipun
belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut

Sudah Meningkat dibandingkan Tahun Sebelumnya.

Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi

Tercapainya Persentase Inovasi DPMPTSP Pada Pelayanan
Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Inovasi DPMPTSP
sebesar 100% dari Target sebesar 100%, capaian ini diperoleh
dengan membuat Satu Inovasi LAPOKSA (Layanan Pelaporan
Kegiatan Usaha), dimana Inovasi ini untuk memberikan
kemudahan kepada Pelaku Usaha dalam melaksanakan
kewajiban melakukan Pelaporan Kegiatan penanaman modal
(LKPM) setiap Periode sehingga Target Realisasi Investasi
Rejang Lebong dapat tercapai.



TABELT-C.30

KABUPATEN REJANG LEBONG

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
P/ Catatan
No Indikator Standar IKK | Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun Tahun Analisa
[
Nasional 2021 2022 | 2023 (tf\?\z:+ (ti22:+ (tE:2:+ 2021 | 2022 | 2024 (ti?\z:+
(thnn-1){ (thnn) |(thn+n) (thnn-2)|((thnn-1)| (thnn)
2 3) 4) 1)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (100 | (1) | (1) | (127) | (13) (14)
Target adalah Jumlah Laporan LKPM
Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah
1 |Peningkatan Nilai Investasi (Rp) 462,07 M| 464,71 M 464,87 M| 471,58 M | 476,28 M | 483,71M| 8 M | 110M | 86M | 100M ([Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1
dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku
Usaha tahun n-1 dikali 100%
. Target adalah Jumlah investasi
Persentase Peningkatan p haan tah dik umlah
erusahaan tahun n dikurang jumla
2 |Perusahaan yang berinvestasi di 15% 5% 6,5% 10% 125% | 155% | -47,12% | 318,90% | 0,57% 6,5% |. . 8l o
. investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi
Rejang Lebong , i ) .
jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%
Rata-rata Indeks K
ala-rata Taexs fepuasan Target Adalah Hasil Survey Kepuasan
3 |Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan 75 75 75 75 75 75 80,38 | 85,60 75 75
) Masyarakat
Publik
5 |Nilai SAKIP DPMPTSP B B B B B B B B B B |Target Adalah Nilai Sakip DPMPTSP
P tase | i DPMPTSPY Target Adalah Capaian | [ di
p | emaseinovas né 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | oo ot apaaninovastyang
Terealiasasi Peroleh




2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan

visi-misi, tujuan dan sasaran program  dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut:

1.

Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten
Rejang Lebong;

Menciptakan aplikasi pengelolaan system informasi manajemen
administrasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi
dengan SOP teknis terkait;

Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas
dan professional dibidang perizinan;

Meningkatkan sarana dan prasarana terkait - pelayanan perizinan
kepada masyarakat;

Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non
perizinan;

Meningkatkan jenis perijinan dan non perizinan yang dilayani;
Menyederhanakan persyaratan dan alur perijinan dan non

perizinan yang ada.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1.

Kurangnya Laporan Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP. Salah
satunya belum didukung dengan aplikasi Pelaporan pengaduan
sehingga masyarakat yang akan melaporkan pengaduan harus

mendatangi DPMPTSP terlebih dahulu;



Alokasi anggaran Renstra DPMPTSP tidak mendukung Kegiatan
Dimana Untuk Mencapai Target Klnerja Renstra Dibutuhkan
Anggaran yang Tidak Sedikit;

Realise Hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari
Aplikasi BKPM yang selalu lambat. Sehingga Pelaporan Realisasi
Capaian Realisasi Nilai Investasi Tidak Akurat karna Baru Sampai
Semester III, Dimana Laporan Akhir Semester IV selalu
Terlambat;

Belum adanya Perda RDTR dimana Perda Tersebut berfungsi
sebagai dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan
terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen RDTR maka dokumen
tersebut tidak dapat dikeluarkan. Jika sebelumnya untuk
mendirikan bangunan diperlukan IMB, maka kini telah berganti
menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Meskipun telah
berganti istilah, namun tetap memiliki fungsi yang sama.

Belum Adanya Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
di Rejang Lebong sehingga masih terjadi tumpang tindih antar
sector dalam penetapan prioritas sektor-sektor Penanaman Modal

yang akan dipromosikan.

Sehubungan dengan telah Memasuki Tahun Ke 3 RPJMD
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, dan RENSTRA
DPMPTSP maka RENJA Tahun 2023 seharusnya telah memenuhi
Beberapa Target Capaian Renstra Sehingga Target RPJMD akhir

Tahun bisa Tercapai.
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Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
program kegiatan. Hal terpenting adalah sinkronisasi antara
program kegiatan yang terdapat dalam Renja DPMPTSP dengan
Renstra DPMPTSP. Disinilah letak dan fungsi perencanaan pada
sebuah OPD dalam menentukan program kegiatan. Usulan kegiatan
yang adakn di tentukan Skala Priorotas untuk Diaggarkan pada
saat penyusunan RKPD. Kesinambungan pelaksanaan perencanaan
yang telah dibuat sangat membantu dalam mencapai visi dan misi
DPMPTSP.

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2023 ini, DPMPTSP sudah
menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
permuktahiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC.31 Review Terhadap
Rancangan Awal Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.



=2

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

29 Orang

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

29 Orang

Tabel TC. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2021
Tahun 2023
NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
Catatan
Target Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan . . g Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan . L B g Penting
N Kinerja Program/ Capaian . Lokasi Kinerja Program/ Capaian Pagu (Rp)
Program/Kegiatan N Program/Kegiatan N
Kinerja Kinerja
2 4 5 7 8 9 10 1 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ini URUSAN AHAN DAERAH DPMPTSP Kab.R ini
KABUPATEN/KOTA EENEIRIGLRE yang akuntabel dan tepat waktu Lo KABUPATEN/KOTA L yang akuntabel dan tepat waktu s g2 °
1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kab.R L |Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kab.R L|Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen 5.000.000
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
6 Realisasi Kinerja SKPD DPMPTSP Kab.R L Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10 dokumen Realisasi Kinerja SKPD DPMPTSP Kab.R L Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 10 dokumen 5.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD

2.471.864.915

o

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

12 Dokumen

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

12 Dokumen

206.910.000

Instalasi Listil Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Kan:or ! 8 DPMPTSP Kab.R L |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di 1 Paket yedi Instalasi Listrik/ Bangunan Kantor | DPMPTSP Kab.R L |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di 1Paket 3.000.000 -
Sediakan Sediakan
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kant di |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantx di
Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPMPTSP Kab.R L | o< "eXt nen fogstiamtoryere 2 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPMPTSP Kab.R L[/ " "€ 2orer Logstictantonyane 2 Paket 22.000.000 -
Jumlah Paket B: Cetakan dan P d Jumlah Paket B: Cetakan dan Penggand:
5. |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPMPTSP Kab. R L [\ oet Barang Cetakan can enggancaan 1Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPMPTSP Kab. R L[/ - oret Barang Cetakan can penggancaan 1Paket 20.000.000 -
yang di sediakan yang di sediakan
6 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | DPMPTSP Kab.R L umiah Dokumen Bahan Bac'aan.dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan DPMPTSP Kab.R L {umiah Dokumen Bahan Bacvaan.dan Peraturan -
Perundang-undangan yang disediakan Perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD DPMPTSP Kab.R L[ ™™™ . Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | 1, |0y an Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD DPMPTSP Kab.R L["“™" e Penyelenggaraan Rapat Koordinas | 4 | oran 60.851.307 -

Pengadaan Mebel

DPMPTSP Kab.R L [Jumlah Paket mebel yang disediakan

Pengadaan Mebel

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Paket mebel yang disediakan




01

2.07

06

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laninnya yang
disediakan

2 Unit

10.000.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laninnya yang
disediakan

2 Unit

10.000.000

Kantor yang di sediakan

Kantor yang di sediakan

2 | 18 | 01 |2.08| 01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP Kab.R L [Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.500.000 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPMPTSP Kab.R L|Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.500.000

2 | 18| 01 |2.08| 02 |penyediaan sasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Listrik DPMPTSP Kab.R L [!“™2h Laporan Penyediaan Jasa Komuniasi, 12 Laporan 84.520.000 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik DPMPTSP Kab.R L[/ m2h Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan 84.520.000
Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan
Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan

2 | 18|01 |2.08| 03 Jasa Peralatan dan Kantor DPMPTSP Kab.R L o 12 Laporan 10.000.000 Jasa Peralatan dan Kantor DPMPTSP Kab.R L - 12 Laporan 10.000.000
Perlengkapan kantor yang disediakan Perlengkapan kantor yang disediakan

. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2 | 18 | 01 |2.08| 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP Kab.R L 12 Laporan 10.060.560 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMPTSP Kab.R L 12 Laporan 10.060.560

02

2.01

01

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian

dan Modal

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam

dan Kebutuh:
Penanaman Modal

1PERDA

15.000.000

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam

dan
Penanaman Modal

1PERDA

Jasa " Biaya dan Pajak Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Jasa " Biaya dan Pajak Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau
2 [ 18|01 (2.09| 01 Jgan Dinas atau Dinas Jabatan DPMPTSP Kab.R L LapAa.ngan yang di pelihara dan dibayarkan pajak 18 Unit 25.000.000 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMPTSP Kab.R L Lap.a.ngan yang di pelihara dan dibayarkan pajak 18 Unit 25.000.000
Perizinannya Perizinannya
2 | 18|01 |2.09] 09 Pewellharaanlkehabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan DPMPTSP Kab.R L JI'AmIa‘h Geduru Kan.t.or dlan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 5.000.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DPMPTSP Kab.R L J\ljmla.h Gedur\g Kan't'ort?an Bangunan Lainnya yang 1 Unit 5.000.000
Lainnya di Pelihara/direhabilitasi di Pelihara/direhabilitasi
i DPMPTSP Kab.R ikli
2 |18 |02 IKLIM MODAL |DPMPTSP Kab.RL| ' iim 100% 67.628.128 |PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tt Kab modal im 100% 67.628.128

15.000.000

03

2.01

o
5}

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang
diikuti

1Kali

10.000.000

Kegiatan Promosi Modal Daerah

Kabupaten/Kota

DPMPTSP Kab.R L

Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang
diikuti

1Kali

2 | 18|02 ]|202f01 DPMPTSP Kab.R L |Jumlah PERDA Penanaman Modal 1PERDA 15.000.000 DPMPTSP Kab.R L|Jumlah PERDA Penanaman Modal 1PERDA 15.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2|18 | 02 [ 202 02 | enyectaan Peta Potensi can Peuang Usaha Kabupaten/kota | DPMPTSP Kab.R L | vumiah buku dan i peta potensiunggulan dacrah |+ 5542 37.628.128 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota DPMPTSP Kab.R L| Jumiah buku dan fim eta potens ungguan doeran| 1o 37.628.128
DPMPTSP Kab.R
2 (18|03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DPMPTSP Kab.R L |Persentase kegiatan promosi penanaman modal 100% 10.000.000 [PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL L kegiatan promosi modal 100% 10.000.000

10.000.000

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP Kab.R L

Persentase pelayanan penanaman modal

100%

123.229.400

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP Kab.R
L

Persentase pelayanan penanaman modal

100%

123.229.400




Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis

1 [berbasis SlstemlPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Jumlah data perizinan aplikasi 0SS 1Data istem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras secara Elektrorik DPMPTSP Kab.R L |Jumlah data perizinan aplikasi 0SS 1Data
secara Elektronik
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat penyediaan Layanan Konsultasi dan Jolaan Pengaduan Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
3 [Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non (IKM) 100 Predikat ¥ ¥ . ' ) g DPMPTSP Kab.R L|(IKM) 100 Predikat
o terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan
roChAY AN PEL - 100% PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DEMEISEEEDR 100%
MODAL modal yang tertib dan teratur L modal yang tertib dan teratur
lah Kegi ha dari P Kegi i Pel h:
i dan Sit Jumlah Kegiatan l{sa .a dar " elaku.Us?ha yang 27 Kegiatan i dan Jun:la‘hl egatan U.sah.a dar _PE aku»Us? @ yang 27 Kegiatan
1 Penanaman Modal Koordinasi dan ' Usaha Modal DPMPTSP Kab.R L Koordinasi dan Ussha
Pelaksanaan Penanaman Modal : Pelaksanaan Penanaman Modal ’
dinasi dan Si isasi Pembinaan P Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan . . . . Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
182 Pelaku Usah: di d: Modal .| 182 Pelaku Usah
Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal elakulsaha o ocal | DPMPTSP Kab.R L Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal elakulsaha
3 dinasi dan ; Pelak Jumlah Kegiatan lfsah? dari ?elaku.Us?ha yang ) jinasi dan P ; ; DPMPTSP Kab.R L Jun:la‘h IKegiatan Uvsah.a dari !’elaku Us?ha yang )
Penanaman Modal Koordinasi dan ; 33 Kegiatan Usaha Modal Koordinasi dan ; 33 Kegiatan Usaha




2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Rejang
Lebong bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis),
sedangkan wusulan yang berasal dari usulan para pemangku
kepentingan, Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis), LSM,
asosiasi - asosiasi ,perguruan tinggi dan usulan masyarakat melalui
musrenbang kecamatan, sampai Saat penyusunan Renja 2023 ini Tidak
ada Usulan Pada Proses Musrenbang Kabupaten.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC 32 Usulan program dan
kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023.



TABELTC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PERANGJKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO PROGRAM LOKAS| INDIKATOR BESARAN/ CATATAN
KEGIATAN KINERJA VOLUME

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

N




BAB IlI
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong sebagai Dinas Teknis yang mempunyai Tugas
membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal
dan Sub Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu Untuk
Menyelaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah di dalam RPJMD
Kabupaten Rejang Lebong Periode 2021-2026, Maka DPMPTSP Berperan
Aktif agar pembangunan bidang Peningkatan Investasi daerah
Kabupaten Rejang Lebong dapat Tercapai Target, Serta dampak capaian
Target tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Rejang Lebong

Dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu ini telah Mendukung Visi Misi
Kepala Daerah Untuk mencapai Target yang di inginkan. Penetapan
Kebijakan penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong juga di susun mengacu kepada
kebijakan pemerintah Pusat.

Adapaun Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian
Program prioritas Nasional bagi DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2023 adalah Peningkatan Nilai Investasii. Guna mendukung



pencapaian Target Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA /PMDN) yang
bersumber dari data realisasi investasi Provinsi, Kota Dan Kabupaten
tersebut nantinya akan di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dengan Indikator Kinerja di arahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas
pelayanan publik;

2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indicator
kinerja yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala

Nasional (PMDN/PMA).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tujuan Penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencapai tujuan
RPJMD yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten
Rejang Lebong.

2. Menigkatkan Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) di bidang
Pelayanan Perizinan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;
b. Terciptanya system dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan
yang sederhana;

c. Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;



d. Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa;

e. Membangun system informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
yang terintegrasi;

f. Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet;

g. Menyebarluaskan data dan informasi tentang perizinan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. Menerapkan sitem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan
rentang waktu penyelesaian yang pasti;

c. Melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan;

d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman
perizinan dan non perizinan;

e. Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman
modal;

f.  Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang
perizinan;

g. Membangun kantor yang representative dan mudah dijangkau masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program

dan Kegiatan
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026,
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Mempunyai Misi “Terwujudnya
Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter,
Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju

Bersama”. Guna Mewujudkan Visi Kabupaten Rejang Lebong di



Tetapkan Misi beserta Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima)
Tahunan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada setiap misi yang
dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah
sebagai berikut :

Penjabaran Pelaksanaan Misi Bupati yang dilaksanakan Oleh DPMPTSP

Misi 6 : Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada

inovasi dan pelayanan prima

Meningkatnya akuntabilitas dan Indeks Kepuasan
kualitas pelayanan publik Masyarakat (IKM)
Nilai SAKIP
Misi 8 : Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif.

Meningkatnya Nilai Investasi Persentase Peningkatan Nilai
Investasi  Berskala  Nasional

(PMDN/PMA)

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 berdasarkan pemetaan
Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:



A. PROGRAM PENUNJANG  URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

L. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah
1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1. Penyusunan Rencana  Umum  Penanaman  Modal  Daerah
Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

I.  Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah

Kabupaten/Kota.
D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

L. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota.

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.



E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

II. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota.
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.



NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel TC 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021
Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2023

Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan
Kode fBidang . , Indikator Kinerja Program/Kegiatan . arg'e Kebutuhan . |Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Capaian Penting o L
T Dana/Pagu Kinerja | Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 8 9 10
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Persentase pelayanan administrasi
2 (1801 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |perkantoran yang akuntabel dan tepat 100% 2.943.706.782,00 100% 2.981.334.910,00
KABUPATEN/KOTA waktu
2 118101 l2.01 Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Persent.as.edo.kumen perencanaan dan DPMPTSP KabRL|  100% 10,000.000,00 100% 10,000.000,00
Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah
Jumlah dok kat
2 | 1801|201/ 01 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah d‘;rgrjh OKUMEN perencanaan PEraeet | ppnprsp kabRL | 3dokumen | 5.000.000,00 3 dokumen 5.000.000,00
Jumlah Caporan Capalan Kerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhisa Realisai Kinerja SKPD dan Laporan
2 | 1801 2,00 g | Coronestcan enyusunan :aporan-ap ’ Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | DPMPTSPKabR L | 10 dokumen | 5.000.000,00 10 dokumen 5,000.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD o ) o
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinaria SKDD
Persentase Pelayanan Administrasi
2 (18|01 (2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan perangkat daerah yangtepat | DPMPTSPKab.RL|  100% 2,678.774.915,00 100% 2,678.774.915,00
waktu
. ; . Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan
2 [18]01{2.02| 01 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . DPMPTSPKab.RL | 29 Orang 2.471.864.915,00 29 Orang 2.471.864.915,00
Tunjangan ASN
. o Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 [18]01{2.02| 02 [Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN L DPMPTSP Kab.R L | 12 Dokumen 206.910.000,00 12 Dokumen 206.910.000,00
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 [18|01{2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Jasa Administrasi | DPMPTSP Kab.RL|  100% 105.851.307,00 100% 115.851.307,00
Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu
_ A Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan L .
2 [18(01{2.06| 01 Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di| DPMPTSPKab.RL | 1 Paket 3,000.000,00 1 Paket 3,000.000,00
Cod




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan

18 |01{2.06| 06 Peraturan Perundang-undangan yang DPMPTSP Kab.R L
undangan o
disediakan
Jumlah L Penyel Rapat
18| 01|2.06| 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [ - - Poren FENVEIENSEaraan Rapat -\ noviorspkab RL| 121aporan | 60.851.307,00 12 Laporan 70.851.307,00
Koordinasi Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang milik daerah
18 |01|2.07 . : o et J DPMPTSPKabRL|  100% 10.000.000,00 100% 22.628.128,00
Pemerintah Daerah yang baik
18 (01 {2.07| 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang disediakan DPMPTSP Kab.R L 2 Paket 5.000.000,00
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lani
18| 01|2.07| 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya umian onit reraiatan dan Mesin Laninna | poviprsprabRL| 2 Unit 1000000000 2 Unit 17.628.128,00
yang disediakan
P tase J j
1801|208  |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | oo ood PenuNANB TSN = ) poyorep iabRL | 100% 109.080.560,00 100% 109.080.560,00
pemerintah daerah dalam keadaan baik
Jumlah L Penyediaan jasa Surat
18| 01(2.08| 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat M”renn;ur;pora” ENYECIaan Jasa SUrst | powpTSP Kab.R L | 12 Laporan 4,500,000,00 12 Laporan 4,500,000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
18 |01 {2.08| 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMPTSPKab.RL | 12 Laporan 84.520.000,00 12 Laporan 84.520.000,00
yang di sediakan
Jumlah L diaan jasa Peralat
18 |01 {2.08| 03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor rmian Laporan penye |aanjasa. eréaan DPMPTSP Kab.RL | 12 Laporan 10.000.000,00 12 Laporan 10.000.000,00
dan Perlengkapan kantor yang disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
1801]2.08| 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor o DPMPTSP Kab.RL | 12 Laporan 10.060.560,00 12 Laporan 10.060.560,00
Umum Kantor yang di sediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemeliharaan Barang Milik
18 |01{2.09 : ; B . DPMPTSPKabRL| 1 30.000.000,00 1 45.000.000,00
Pemerintahan Daerah Daerah dalam keadaan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  |Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau
18 [01{2.09 01 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  |Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan | DPMPTSPKab.RL| 18 Unit 25.000.000,00 18 Unit 25.000.000,00
Jabatan pajak Perizinannya
Pemelih Rehabilitasi Gedung Kantor dan B Jumlah Gedung Kantor dan B
18 |01 209 o9 [Pemeinaraan/Renabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan | Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan | o\ orep 1 0y | g i 5.000.000,00 1 Unit 20.000.000,00
Lainnya Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi
Persent b ikli
18 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - o o¢ Peneermoangan iim 100% 67.628.128,00 100% 30.000.000,00
penanaman modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah
1802 |2.01 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan | DPMPTSP Kab.RL| 1PERDA 15.000.000,00 1PERDA 15.000.000,00
Kabupaten/Kota kemudahan penanaman modal
; , , Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian , o ,
18102{2.01] 01 Pemberian Fasilitasi/Intensif dan Kebutuhan| DPMPTSP Kab.RL | 1PERDA 15.000.000,00 1PERDA 15.000.000,00

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penanaman Modal




Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi

18 {03 |2.01 Persentase pameran / even promosi DPMPTSP Kah.R L 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18loloil o Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah  [Jumlah keglat?n p‘rom05| penanaman DPMPTSP Kab R L LKali 10.000.000,00 LKal 10.000.000,00
Kabupaten/Kota modal yang diikuti
18 |04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase pelayanan penanaman modal 100% 123.229.400,00 100% 123.229.400,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Persentase pelavanan benanaman modal
18| 04(2.01|  |Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi PESYENELP DPMPTSPKabRL| 1 123.229.400,00 1 123.229.400,00
yang tepat waktu
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18 |04 {2.01| 01 |berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  {Jumlah data perizinan aplikasi 0SS DPMPTSPKab.RL| 1Data 83.196.000,00 1Data 83.196.000,00
secara Elektronik
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan [Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan
18104 {2.01| 03 |Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non [Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kab.R L | 100 Predikat 40.033.400,00 100 Predikat 40.033.400,00
Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN (P t li lak
18 |05 OGRAMIPENG : ersentase penendalian pelaksanaan 100% 388.319.000,00 100% 388.319.000,00
MODAL penanaman modal yang tertib dan teratur
P lian Pelak: P Modal jadi (P lian pelak
18 | 05201 engendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi|Persentase penendalian pea' sanaan DPMPTSP Kab.R L 1 388.319.000,00 1 338.319.000,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota penanaman modal yang tertib dan teratur
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
inasi i isasi inasi i isasi i 27 Kegiat
18 los 201l o1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi DPMPTSP Kah.R L 27 Kegiatan 48.300.000,00 egiatan 18.300.00000
Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Usaha. Usaha.
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaa Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatka 182 Pelaku 182 Pelaku
18|05 |2.01| g |- ooremestean Snironisas Fembinaan refatsanaan umieh relaky sana yang MEndapatan | oy iorep kab R L 243.419.000,00 243.419.000,00
Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dariPelaku Usafa
18105]2.01( 03 8 yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi| DPMPTSP Kab.R L | 33 Kegiatan 96.600.000,00 33 Kegiatan 96.600.000,00
Penanaman Modal
Pengawasan Usaha Usaha
TOTAL 3.532.883.310,00 2.991.334.910,00




Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun
Anggaran 2023 yang berasal dari dana APBD Murni dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik dengan program dan kegiatan sebagai berikut
tertuang dalam table TC 33 dibawah ini :



NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel TC 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021

Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2023

Rencana Tahun 2023 Perkiraan Maju Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan
Kode fbidang ) , Indikator Kinerja Program/Kegiatan . arg'e Kebutuhan . |Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Capaian Penting o L
A Dana/Pagu Kinerja | Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 8 9 10
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Persentase pelayanan administrasi
2 (1801 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |perkantoran yang akuntabel dan tepat 100% 2.943.706.782,00 100% 2.981.334.910,00
KABUPATEN/KOTA waktu
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Persentase dokumen perencanaan dan
2 (18)01(2.01 L DPMPTSPKab.RL|  100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00
Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah
Jumlah dok kat
2| 1801|201/ 01 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah d”arsrzh OKUMEN perencanaan PEraNeet | ppniprsp kabRL | 3dokumen | 5.000.000,00 3 dokumen 5.000.000,00
Jumlah Caporan Capalan Kerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihisar Realisai Kinerja SKPD dan Laporan
2 | 18|01 |2.00] g | o onestan enyusunan :aporan-ap ’ Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | DPMPTSPKabR L | 10 dokumen | 5.000.000,00 10 dokumen 5,000.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD o ) o
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinaria SKDD
Persentase Pelayanan Administrasi
2 (18|01 (2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan perangkat daerah yangtepat | DPMPTSPKab.RL|  100% 2,678.774.915,00 100% 2,678.774.915,00
waktu
, ; . Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan
2 [18]01{2.02| 01 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . DPMPTSPKab.RL | 29 Orang 2.471.864.915,00 29 Orang 2.471.864.915,00
Tunjangan ASN
. o Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 [ 18]01{2.02| 02 [Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN . DPMPTSP Kab.R L | 12 Dokumen 206.910.000,00 12 Dokumen 206.910.000,00
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 [18|01(2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Jasa Administrasi | DPMPTSP Kab.RL|  100% 105.851.307,00 100% 115.851.307,00
Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu
_ A Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan o .
2 [18(01{2.06| 01 Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di| DPMPTSP Kab.RL | 1 Paket 3,000.000,00 1 Paket 3.000.000,00
Cod




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan

18 |01 (2.06| 06 Peraturan Perundang-undangan yang DPMPTSP Kab.R L
undangan o
disediakan
Jumlah L Penyel Rapat
18| 01[2.06| 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [ - - Poren FENVEIENBEaraan Rabat -\ oy iorspab RL| 121aporan | 60.851.307,00 12 Laporan 70.851.307,00
Koordinasi Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang milik daerah
18 |01|2.07 L2 : o Sl J DPMPTSPKabRL|  100% 10.000.000,00 100% 22.628.128,00
Pemerintah Daerah yang baik
18 (01 (2.07| 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang disediakan DPMPTSP Kab.R L 2 Paket 5.000.000,00
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lani
18| 01[2.07| 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya umian onit reraiatan dan Mesin LannNA | poviprsprabRL| 2 Unit 1000000000 2 Unit 17.628.128,00
yang disediakan
P tase J j
1801|208  |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | oo o0 PenunANBUrtsan = poyorep iabRL | 100% 109.080.560,00 100% 109.080.560,00
pemerintah daerah dalam keadaan baik
Jumlah L Penyediaan jasa Surat
18| 01[2.08| 01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat M”re"nsur;pora” ENYECIaan Jasa SUrs | powpTSP Kab.R L | 12 Laporan 4,500,000,00 12 Laporan 4,500,000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
18 |01 (2.08| 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMPTSPKab.RL | 12 Laporan 84.520.000,00 12 Laporan 84.520.000,00
yang di sediakan
Jumlah L diaan jasa Peralat
18 |01{2.08| 03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor rmian Laporan penye |aanjasa. er.aaan DPMPTSP Kab.RL | 12 Laporan 10.000.000,00 12 Laporan 10.000.000,00
dan Perlengkapan kantor yang disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
18101{2.08| 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor o DPMPTSP Kab.RL | 12 Laporan 10.060.560,00 12 Laporan 10.060.560,00
Umum Kantor yang di sediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemeliharaan Barang Milik
18 |01|2.09 ; ; B el DPMPTSPKabRL| 1 30.000.000,00 1 45.000.000,00
Pemerintahan Daerah Daerah dalam keadaan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  |Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau
18 [01{2.09 01 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  |Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan | DPMPTSPKab.RL| 18 Unit 25.000.000,00 18 Unit 25.000.000,00
Jabatan pajak Perizinannya
Pemelih Rehabilitasi Gedung Kantor dan B Jumlah Gedung Kantor dan B
18 |01 209 og ["emeinaraan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan | Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan | o\ o 1 o) | g i 5.000.000,00 1 Unit 20.000.000,00
Lainnya Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi
Persent b ikli
18 |02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - o ¢ Pengermoangan fim 100% 67.628.128,00 100% 30.000.000,00
penanaman modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah
18 02|2.01 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan | DPMPTSP Kab.RL| 1PERDA 15.000.000,00 1PERDA 15.000.000,00
Kabupaten/Kota kemudahan penanaman modal
; , , Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian , o ,
18102{2.01] 01 Pemberian Fasilitasi/Intensif dan Kebutuhan| DPMPTSP Kab.RL | 1PERDA 15.000.000,00 1PERDA 15.000.000,00

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penanaman Modal




Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi

18 03 {2.01 Persentase pameran / even promosi DPMPTSP Kab.R L 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18lolotl o Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah  [Jumlah keglatﬁn p‘rom05| penanaman DPMPTSP Kab R L LKl 10.000.000,00 LKal 10.000.000,00
Kabupaten/Kota modal yang diikuti
18 | 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase pelayanan penanaman modal 100% 123.229.400,00 100% 123.229.400,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Persentase pelavanan benanaman modal
18| 04(2.01|  [Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi - ‘:akt’ﬁ P DPMPTSPKabRL| 1 123.229.400,00 1 123.229.400,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota it
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18 {04 {2.01| 01 |berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  {Jumlah data perizinan aplikasi 0SS DPMPTSPKab.RL| 1Data 83.196.000,00 1Data 83.196.000,00
secara Elektronik
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan [Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan
18|04 {2.01| 03 |Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non [Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kab.R L | 100 Predikat 40.033.400,00 100 Predikat 40.033.400,00
Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN (P t li lak
18 |05 OGRAMIPENG : ersentase penendalan pelaksanzan 100% 388.319.000,00 100% 388.319.000,00
MODAL penanaman modal yang tertib dan teratur
P lian Pelak: P Modal jadi (P lian pelak
18 |05 |2.01 engendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi|Persentase penendalian pea' sanaan DPMPTSP Kab.R L 1 388.319.000,00 1 388.319.000,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota penanaman modal yang tertib dan teratur
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
inasi i isasi inasi i isasi i 27 Kegiat
18 los |20l o1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi DPMPTSP Kab.R L 27 Kegiatan 48.300.000,00 egiatan 18.300.00000
Penanaman Modal Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Usaha. Usaha.
Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaa Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatka 182 Pelaku 182 Pelaku
18 [ 05 |2.01| g |- ooremestaan SInironisast Fembinaan Fefatsanaan umieh velaky sana yang Mendapatan | oy iorep kab R 1L 243.419.000,00 243.419.000,00
Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Julah Kegiatan Usaha cariPelaku Usafa
18105]2.01( 03 & yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi| DPMPTSP Kab.R L | 33 Kegiatan 96.600.000,00 33 Kegiatan 96.600.000,00
Penanaman Modal
Pengawasan Usaha Usaha
TOTAL 3.532.883.310,00 2.991.334.910,00




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Derah (Renja SKPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja SKPD seharusnya disusun dengan mempedomani Rencana
Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan telah Memasuki Periode ke Empat RPJMD
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan RENSTRA PD maka RENJA
Tahun 2023 harus memperhatikan kesesuaian dengan arahan Program
prioritas Pusat, Program Prioritas Propinsi dan Program Sementara Kepala

Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini merupakan pedoman
dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan
langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi berbagai hambatan. Rencana
Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong serta

indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil.



Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun
2023 adalah Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Renstra yang telah
disusun dan mendukung visi misi Bupati terpilih, sehingga program kerja
akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang LebongTahun 2023 ini
dibuat, semoga dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL




